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Abstrak
 

Banyaknya kepemilikan tanah hasil konversi hak lama yang belum memiliki bukti

yang diakui oleh Negara menimbulkan permasalahan sendiri. Oleh karena itu,

bukti penguasaan fisik atas tanah dianggap sebagai salah satu solusi kepemilikan

hak atas tanah. Hal ini termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kasus sengketa kepemilikan

tanah yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri di Meulaboh terjadi karenakan

adanya 2 (dua) bukti surat keterangan penguasaan fisik atas tanah yang sama,

yang dimiliki oleh 2 (dua) orang yang berbeda dan dibuat oleh 2 (dua) orang

pejabat yang berbeda pula. Salah seorang pemilik dari surat keterangan

penguasaan fisik tanah tersebut kemudian menjadikan surat tersebut sebagai dasar

pembuatan akta jual beli Notaris. Dalam pembuktian terbukti bahwa akta jual beli

tersebut tidak berkekuatan hukum karena dibuat berdasarkan surat penguasaan

fisik yang tidak diakui kebenarannya. Penulis menggunakan penelitian yuridis

normatif yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi dokumen. Dari hasil

penelitian ini disimpulkan bahwa surat keterangan penguasaan fisik merupakan

salah satu bukti kepemilikan yang diakui oleh Negara apabila dilengkapi dengan

dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diatur dalam peraturan pertanahan.

Adapun Notaris sebagai pejabat umum bertanggungjawab penuh atas kebenaran

dan keabsahan akta yang dibuatnya selama akta tersebut dibuat sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembatalan atau kebatalan suatu akta

Notaris tidak serta merta menjadi tanggung jawab Notaris. Harus dilihat dulu

sebab musabab dari suatu akta Notaris yang dikatakan batal maupun dimintakan

pembatalannya.
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